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Absract. 
This research discusses about the representation of populist ideology in the Tempo.co’s reporting on #2019GantiPresiden social movement. It uses a critical constructivist paradigm with a qualitative-descriptive approach. The research method used is the framing analysis method with Robert N. Entman’s framing analysis model. The results show that Tempo.co uses a language that is unique and synonymous with the concept of populism through words, sentences and images. These dictums not only show Tempo.co’s ideology, but simultaneously represent a populist ideology in its reporting. Tempo.co described the mass demonstration (social movement) as a dualism of the Indonesian political democracy system. On one side, Indonesia’s political climate is not yet familiar and passionate about populism issues, but on the other side, Tempo.co actually anticipates disruption due to the radicalism of religious-fundamentalists group. Tempo.co’s ideology represents the whole face of media politics in Indonesia which regards populism as a deviant ideology.
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PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara demokrasi, wacana adanya gerakan sosial mengatasnamakan kepentingan sebanyak mungkin orang merupakan sebuah kemajuan proses demokratisasi. Di beberapa negara-negara maju, gerakan-gerakan semacam itu, yang kemudian mengambil bendera populisme, semakin masif. Bahkan partai-partai dengan visi populis secara mengejutkan memenangkan pemilihan umum dan pemilihan Presiden.
Pada prinsipnya, gerakan populisme merupakan ekspresi kebuntuan rakyat terhadap monopoli kekuasaan dan ketimpangan demokrasi yang tidak dapat diselesaikan secara maksimal oleh pemerintah dan lembaga representasi rakyat. Manifestasi gerakan bervariasi, ada yang dilakukan dalam bentuk aksi-aksi sosial, gerakan sosial, atau demonstrasi besar-besaran menuntut perubahan, bahkan melalui propaganda politik yang ekstrem. 
Di Belanda, Inggris atau Jerman, munculnya partai-partai anti-Islam dan anti-terorisme justru menjadi standar baku bagi preferensi politik kontemporer. Populisme menjadi makin relevan karena menawarkan alternatif perbaikan nasib bangsa dengan solusi-solusi yang lebih terukur dan efektif, bukan sekedar bersuara.
Di Indonesia gerakan populisme atas nama rakyat tidak selalu dilihat sebagai manifestasi budaya demokrasi. Artinya, gerakan populisme yang ekstrem melalui jalur propaganda belum relevan dengan iklim demokrasi Indonesia. Catatan demokrasi pada rezim-rezim sebelumnya, khususnya Orde Baru, memberi luka sejarah bagi varian demokrasi di Indonesia.
Berbicara tentang populisme dan propaganda tentunya tidak terlepas dari ideologi dan kepentingan yang di era globalisasi, merasuk dalam beragam dimensi, sosial, ekonomi dan bisnis, maupun hubungan antarnegara. Dalam masyarakat yang belum tertata rapi, populisme dan propaganda lebih dilihat sebagai alat atau cara untuk meraih suatu tujuan, termasuk dengan cara-cara non-demokratis. Di negara demokratis, populisme harus menemukan bentuk yang sesuai dengan tatanan hukum dan kemaslahatan hidup bersama. Pada saat ini media telah dikomodifikasi sebagai mesin propaganda paling efektif untuk memuat sekelumit ideologi populisme dan kepentingan yang mengikutinya.
Signifikansi peran media beriringan dengan perkembangan teknologi media digital sebagai cara atau strategi penyampaian pesan dan informasi kepada khalayak (Tabroni, 2012). Tidak dapat disangkal, kecepatan dan diversifikasi strategi komunikasi dan pesan-pesan yang termuat dalam media meniscayakan representasi ideologi media itu sendiri. 
Salah satu fenomena komunikasi media yang menarik saat ini adalah pemberitaan terkait kontestasi Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019. Di tengah dinamika dan manuver gpolitik yang dijalankan para elite politik, muncul sebuah gerakan sosial mengatasnamakan rakyat kebanyakan untuk mendesakkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Mengikuti terminologi Twiter, gerakan ini secara padat dan tajam dirumuskan dalam tagar #2019GantiPresiden. Term tersebut tampak pendek, tetapi provokatif dan memicu militansi sosial yang kuat di kalangan masyarakat. Dari aspek komunikasi politik (Sujoko, 2019), gerakan tersebut merupakan bentuk komunikasi  politik  organik  yang  berbasis  individual  dan  secara  sukarela yang didukung oleh media  sosial  berupa  Twitter  dalam  membangun  dukungan  massa  politik.
Merespon gejolak politik tersebut media-media di Indonesia menjadikannya sebagai diskursus publik lewat pemberitaan-pemberitaan yang khas. Pelbagai sudut pandang ditampilkan sesuai ideologi yang melingkupinya. Asumsinya, konstruksi atau representasi peristiwa yang dipublikasikan media tidak selalu bersifat faktual karena merupakan produk kepentingan ideologi dan ekonomi politik media, wartawan maupun kepentingan struktur di luar media. Diktum-diktum yang terpilih oleh wartawan tentu bukanlah kesengajaan, tetapi menunjukkan proses pemaknaan berdasarkan ideologi tertentu. 
Beragam pemahaman media terepresentasi dari varian produksi pemberitaan. Prinsipnya, semakin media itu independen dan profesional, makin tinggi pula derajat peran tanggung jawab sosialnya. Sebaliknya, semakin media terhimpit oleh ideologi pragmatik segelintir orang yang memengaruhinya, makin rentan independensi media untuk mengkonstruksi pristiwa secara obyektif dan berimbang. 
Hal itu misalnya ditemukan Sapta Agung Pratama (2018) dari Universitas Brawijaya Malang dalam penelitiannya berjudul “Analisis Framing Pemberitaan #2019GantiPresiden di VOA-Islam Periode 27 Maret-27 April 2018. Menggunakan analisis framing Robert N. Entman, Sapta menemukan bahwa VOA-Islam cenderung membuat opini agar pembaca percaya bahwa keterpurukkan sedang terjadi di Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi sembari menawarkan #2019GantiPresiden sebagai solusi.
Demikian halnya dengan Hendri Pitrio Putra dan Sulis Triyono dalam penelitian berjudul “Critical Discourse Analysis On Kompas.Com News: Gerakan #2019GantiPresiden” dalam Jurnal Bahasa dan Sastra Leksema (2018). Menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough, kedua peneliti menemukan bahwa gerakan ini dianggap sebagai gerakan konstitusional untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Jokowi. Hal ini lebih karena Kompas.com sebagai media online pro-pemerintah, sehingga selalu menciptakan citra positif terhadap pemerintahan Jokowi. 
Berbeda dengan VOA-Islam maupun Kompas.com, Tempo.co yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini justru memberitakan gerakan ini secara lebih berimbang atau cover both side. Tidak hanya menunjukkan ekspresi demokrasi, Tempo.co juga mengkritik propaganda berlebihan yang dilakukan sekelompok massa dalam gerakan ini. Karena itulah penelitian ini tidak hanya menggali muatan ideologi populisme dalam #2019GantiPresiden, melainkan juga membedah ideologi Tempo.co dalam pemberitaannya. Penelitian ini juga diarahkan untuk menelisik varian baru populisme di Indonesia dan bagaimana media-media mengkonstruksi isu tersebut.
KAJIAN PUSTAKA 
Metodologi
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan fakta dan data yang ada di lapangan secara objektif. Objek penelitian ini berfokus pada pemberitaan Tempo.co tentang #2019GantiPresiden. Peneliti menggunakan teknik analisis framing Robert N. Entman untuk menganalisis teks pemberitaan. Selanjutnya, peneliti menggunakan proses saturasi dengan memilih dua berita dari total kurang lebih 100 judul berita pada Tempo.co yang telah diseleksi dan signifikan terhadap permasalahan penelitian. Adapun kedua sampel berita tersebut yaitu: 1) Pengamat: Tagar #2019GantiPresiden Agitasi dan Propaganda Politik (6 April 2018) dan 2) Hak Publik dalam Kampanye Ganti Presiden (4 September 2018).

Kajian Konseptual
Representasi
Representasi berasal dari kata represent yang bermakna stand for artinya “berarti”. Representasi juga berarti to re-present, artinya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui tulisan ataubiografi atau sejarah (Giles & Middleton, 1999). Menurut Hall (2003) representasi adalah bagian esensial dari proses produksi dan pertukaran makna antara anggota sebuah kebudayaan tertentu. Hall menulis: members of the same culture must share concepts, images and ideas which enable them to think about the world in roughly similar ways. They must share, broadly speaking, the same culture codes. In this sense, thinking feeling are themselves system of representations.
Hall menandaskan bahwa pikiran dan perasaan dapat memproduksi sebuah makna. Meski dalam sebuah masyarakat ada perbedaan kebudayaan, yang menyebabkan perbedaan pemahaman terhadap sesuatu, namun kelompok masyarakat tertentu telah sepakat untuk memahami sesuatu melalui konvensi bersama. Menurut Hall, makna dalam diproduksi lewat bahasa, sehingga konsep dan tanda (bahasa) menjadi penting dalam proses konstruksi atau produksi makna. 
Secara sederhana dapat dipahami bahwa untuk mempresentasikan sesuatu berarti untuk menggambarkan atau melukisnya, untuk “memanggilnya” ke dalam pikiran kita dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan atau membayangkan. Karena itu, representasi juga berarti menyimbolkan, mewakili, menjadi contoh, atau menjadi pengganti dari sesuatu. 
Hall membedakan tiga pendekatan representasi antara lain: Pertama, pendekatan reflektif: bahasa berfungsi sebagai cermin, yang merefleksikan makna yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada di dunia. Dalam pendekatan reflektif, sebuah makna bergantung kepada sebuah objek, orang, ide, atau peristiwa di dalam dunia nyata, dan bahasa  berfungsi seperti cermin, untuk memantulkan arti sebenarnya seperti yang telah ada di dunia. Kedua, pendekatan intensional: menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan sesuatu sesuai dengan cara pandang terhadap sesuatu melalui bahasa. Dan ketiga, pendekatan konstruktivis: proses mengkonstruksi makna lewat bahasa yang dipakai (Juliastuti, (2000).
	Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa representasi adalah proses untuk memproduksi makna dari konsep yang dipikirkan melalui bahasa. Proses pemaknaan ini sangat bergantung kepada tiap individu komunitas budaya, termasuk media.
Populisme
Populisme   berasal dari kata bahasa Latin populus, yang artinya rakyat” (Paskarina, dkk., 2015). Dalam kajian politik, Cas Mudde (Bryder, 2009) melihat populisme sebagai sebuah ideologi yang membagi masyarakat ke dalam dua kelompok homogen dan antagonis, sebagai “rakyat berbudi luhur” dan “elit yang korup”, dan menyatakan bahwa politik adalah ekspresi dari kehendak umum rakyat. Paham kekuatan rakyat ini diyakini merupakan respons atas tumbuhnya ketidakpercayaan rakyat terhadap institusi politik, ketidakadilan, dan juga kekecewaan terhadap janji liberalisme dan modernisasi, terutama di kelompok masyarakat sedang berkembang (Huntington, 1995). Namun Panizza (2005) menggarisbawahi bahwa hampir setiap kampanye politik populisme mengklaim berbicara atas nama rakyat, sehingga sulit membedakan entitas politik populis dari entitas politik non-populis.
Laclau (2005) memberikan pandangan yang cukup komprehensif mengenai populisme. Laclau memahami populisme sebagai gerakan politik multi-kelas dan supra-kelas yang hadir dalam momen politik rapuhnya hegemonik kekuatan politik dominan yang memberi munculnya struktur kesempatan politik baru bagi tampilnya gerakan politik akar rumput yang dipimpin oleh pemimpin karismatik untuk mengartikulasikan wacana anti-kemapanan. Laclau secara eksplisit mengatakan bahwa populisme bukanlah “semacam fenomena politik marjinal, tetapi ... esensi dari politik”.
Laclau (2005) menulis: “Populisme dalam dirinya bertendensi untuk menyangkal identifikasi atau klasifikasi sebagai dikotomi antara Kanan atau Kiri. Populisme juga berkaitan dengan pengakuan hak rakyat kebanyakan sebagai perlawanan terhadap privilese kelompok kepentingan, yang biasanya dikondisikan sesuai rakyat dan bangsa. Semua elemen tersebut mungkin saja ditandaskan seturut kondisi sosial dan kultural, tetapi semuanya hadir dalam aneka gerakan populis”.
Dalam populisme, rakyat secara bersama-sama mengeluhkan perlawanan terhadap penguasa, tapi keluhan tersebut dapat berbeda-beda. Proses konsensus dan reidentifikasi kemudian terjadi ketika mereka menganggap yang lain sebagai musuh bersama, di mana ada kategorisasi “mereka” dan “kami”. Ketika pemimpin dianggap gagal, konsensus tidak tercapai, dan tindakan reidentifikasi lemah, maka populisme muncul secara masif (Mizuno & Pasuk, 2009).
 Canovan (1999) kemudian melihat populisme tidak hanya sebagai gerakan atas nama rakyat, tetapi juga sebuah seruan akan pengakuan otoritas. Ia menulis: “Kepemimpinan populis mendapatkan legitimasi berdasarkan klaim bahwa mereka berbicara atas nama rakyat, untuk menghadirkan kembali kedaulatan demokrasi sebagai perlawanan terhadap kekuasaan partai atau faksi yang memecahbelahkannya.”
Secara konseptual, Gidron & Bonikowski (2013) mengidentifikasi tiga varian populisme, yaitu populisme sebagai ideologi, sebagai gaya diskursif dan sebagai strategi politik. Sebagai ideologi, populisme lebih menekankan pada ide-ide atau gagasan yang disampaikan oleh aktor maupun kelompok populis. Sebagai gaya diskursif, populisme diihat sebagai “retorika” yang membangun politik sebagai moral dan etika perjuangan antara rakyat dan oligarki. Sementara sebagai strategi politik, populisme menjadi alat untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks penelitian ini, populisme sekaligus mengandung ketiga varian konseptual ini: sebagai ideologi, retorika dan strategi politik.
Dalam praktik politik, konsep-konsep populisme itu kemudian diterapkan secara masif di dalam kampanye partai-partai politik, politisi dan pemimpin untuk meraih kekuasaan, baik berupa retorika ataupun propaganda. Seiring dengan perkembangan teknologi, pola-pola kampanye politik pun berubah, terutama ketika pergeseran pola konsumsi media dari media cetak ke digital. Haryanto (Tabroni, 2012) memandang bahwa kampanye melalui media internet jauh lebih efektif apabila dijalankan menurut tata norma jurnalisme internet.
Populisme sebagai Gerakan Sosial
Bentuk kampanye populisme bertumbuh subur pertama-tama di kawasan Amerika Latin baru kemudian ke Amerika Serikat dan Eropa karena wacana populisme menjadi platform politik para kandidat yang ingin mengail di lautan politik. Populisme selalu menjadi wacana yang dianggap “laku terjual” di kalangan rakyat yang notabenenya sedang dilanda aneka keresahan dan kekecewaaan terhadap janji politik lama. Karena itu, gerakan populisme melalui janji perbaikan nasib rakyat dan program distribusi kesejahteraan dan keamanan sosial telah menarik dukungan rakyat yang masif di akar rumput. Dalam konteks negara demokrasi, bentuk-bentuk gerakan populisme dapat dilihat sebagai bentuk kemajuan demokratisasi (Muhtadi, 2013).
Joko Widodo adalah salah satu figur politik yang memberikan magnet bagi iklim politik populisme kontemporer di Indonesia (Praktino & Lay, 2011). Menjelang Pilpres 2019, ia ditantang oleh politik tandingan di bawah bendera populisme religius yang termanifestasi dalam gerakan sosial #2019GantiPresiden. Merujuk pada analisis pakar komunikasi, gerakan ini meski cukup representatif berideologi populisme, meski belum murni sebagai kebangkitan populisme di Indonesia, karena arah dan visi gerakan belum utuh dan terpolarisasi. 
Gerakan ini pada mulanya terbangun berdasarkan prakarsa masyarakat dengan tujuan untuk melontarkan tuntutan atas perubahan dalam institusi maupun kebijakan dari pemerintah yang dirasa sudah maupun tidak sesuai lagi dengan kehendak sebagian masyarakat. Mereka menilai penguasa saat ini berlaku sewenang-wenang. Dengan kata lain, gerakan ini lahir dari keinginan untuk melakukan perubahan dan pergantian kepemimpinan karena dinilai tidak adil.
Menurut Giddens (Putra, Fadillah, 2006), gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Merujuk pada pembagian Syarbaini (2013), #2019GantiPresiden dapat dikategorikan sebagai gerakan progresif yang bertujuan memperbaiki masyarakat dengan cara mengadakan perubahan-perubahan positif.
Gerakan ini bertumbuh dari sebuah pembingkaian ideologi untuk menyamakan pandangan di masyarakat terhadap isu politik menjelang Pilpres 2019. Berdasarkan pembingkaian itu, gerakan ini muncul untuk mobilisasi massa di seluruh Indonesia. Mengapa dilakukan secara bersama karena proses pembingkaian tidak dapat berjalan tanpa adanya struktur mobilisasi yang diperlukan untuk basis tindakan kolektif (Tarrow, 1998).
Dengan berkembangnya teknologi informasi, saluran pesan ideologi politik gerakan seperti ini dapat direkayasa melalui pemberitaan di portal online media. Hal itu berangkat dari asumsi dasar bahwa media menjadi wahana pertarungan ideologis. Kehadiran media yang semakin penting berikut implikasi dan pengaruhnya yang begitu signifikan, telah mengubah proses pemaknaan terhadap realitas. Karena itu, media mempunyai hak dan tanggung jawab etis terhadap pembangunan masyarakat serentak membutuhkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan proses produksi dan distribusi kontennya. Pada titik inilah terjadi tarik-menarik kepentingan antara media sebagai institusi masyarakat dengan media sebagai industri. Maka terjadilah ideologisasi atas media (Rusadi, 2015).
Pada intinya, karena media menjadi tempat presentasi dan distribusi ideologi, maka ideologi dalam media berarti bahwa dalam media termuat berbagai macam ideologi, yang memungkinkan adanya pertarungan dan monopoli ideologi. Ketika media menjadikan isu tertentu menjadi wacana media, maka sadar atau tidak, media dapat merepresentasikan peperangan ideologis.

TEMUAN DAN DISKUSI
Peneliti memetakan penelitian ini berdasarkan tahapan analisis framing Entman. Menurut Entman (1993:52), “framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some aspects of aperceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described.”
Kerangka framing Entman memuat empat komponen dasar, yaitu: 1) define problems; merupakan bingkai utama dari kerangka analisis framing. Ini menyangkut bagaimana peristiwa dimaknai oleh wartawan; 2) diagnoses causes; digunakan untuk menyingkap apa dan siapa aktor dari suatu peristiwa. Pendefinisian sumber masalah ini secara luas menyertakan juga siapa yang menjadi pelaku dan korban dari suatu peristiwa; 3) make moral judgement: elemen yang dipakai untuk membenarkan atau memberi pendasaran atau pilihan argumen moral wartawan atas definisi permasalahan suatu peristiwa; dan 4) treatment recommendation: elemen yang dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki wartawan; suatu jalan keluar atau tawaran solusi wartawan untuk menyelesaikan masalah (Eriyanto, 2012).
Ada dua perangkat dasar analisis framing Entman, yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari isu. Tahap seleksi itu menyangkut pemilihan fakta: aspek mana yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak. Sementara itu, penonjolan aspek tertentu dari isu berhubungan dengan penulisan fakta, yaitu terkait pemilihan kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak. Karena itu, frame berita muncul pada dua level yang berbeda. Pertama, konsepsi mental yang digunakan untuk memproses informasi dan sebagai karakteristik dari berita. Kedua, perangkat spesifik dari narasi berita yang dipakai untuk membangun pengertian mengenai peristiwa. Frame berita ini dibentuk dari kata kunci, metafora, konsep, simbol, dan citra yang ada dalam berita. 
Konsep framing secara konsisten menawarkan sebuah cara untuk mengungkap “kekuatan dari komunikasi teks”. Melalui framing, perhatian terhadap aspek tertentu dari realitas politik menjadi penting serentak mengabaikan elemen lainnya yang memungkinkan khalayak memiliki reaksi yang berbeda (Sobur, 2012). Berikut gambaran grafis analisis framing tahapan pertama Entman.

	No.
	Komponen
	Berita I
	Berita II

	1.
	Define problems
	Dikotomi gerakan: propaganda atau demokrasi, kebebasan berpendapat
	Dikotomi: radikalisme atau demokrasi, jaminan kebebasan berpendapat

	2.
	Diagnose causes
	Kelompok oposisi pemerintah
	Polisi dan aparat BIN

	3.
	Make moral judgement
	Untuk kesehatan demokrasi, kedua kubu mesti berkompetisi melalui adu gagasan
	Polisi dan BIN harus cermat memahami persoalan mana hak publik dan bukan hak publik

	4.
	Treatment recommendation
	Bentuk propaganda politik tidak sesuai dengan iklim demokrasi Indonesia
	Jika melanggar dasar negara, gerakan tersebut harus ditindak tegas




Selanjutnya, peneliti melakukan analisis teks melalui tahap kedua Entman. Berikut gambaran grafis tahap kedua tersebut.

	No.
	Berita
	Seleksi Isu
	Penonjolan Aspek Tertentu

	1.
	Berita I
	1. Gerakan #2019GantiPresiden sebagai agitasi dan propaganda
2. Kemasan bahasa bersifat lugas dan provokatif
3. Mereduksi hegemonik satu kekuatan politik
4. Gerakan untuk mendidik politik masyarakat
	1. Kalimat: 
a) gerakan #2019GantiPresiden sebagai bagian dari upaya agitasi dan propaganda untuk meruntuhkan kredibilitas pemerintah yang sedang berkuasa; b) bahasa oposisi pemerintah; c) tagar #2019GantiPresiden merupakan bagian dialektika berdemokrasi; d) bagus untuk kesehatan demokrasi kita; e) Demokrasi, kata dia, memerlukan kompetisi bila ingin berjalan lebih baik; f) kompetisi dalam pilpres akan lebih berisi agar problem bangsa bisa selesai.
2. Kata: propaganda, demokrasi, antitesis, kemasan bahasa, mendidik, monolog, dialektika demokrasi
3. Citra: alat propaganda, bahasa lugas, provokatif, oposisi pemerintah, perang dua kubu 

	2.
	Berita II
	1. Gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan yang biasa sejauh tidak mengumbar kebencian, propaganda dan ingin mengganti dasar negara
2. Kinerja aparat keamanan yang tidak netral menjamin hak kebebasan warganegara
3. Kepolisisan mesti memahami penggolongan hak publik dan bukan hak publik
4. Presiden tidak boleh tinggal diam
5. Dugaan adanya susupan aliran radikal yang ingin menggantikan dasar negara
	1. Kalimat: a) sebenarnya tak ada yang istimewa pada deklarasi gerakan ganti presiden 2019; b) Polisi semestinya melindungi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat; c) Para penggiat gerakan ganti presiden sepatutnya mawas diri; d) sebagai kepala negara, ia berkewajiban menjaga demokrasi dan hak sipil warga negara; e) Terhadap ujaran kebencian dan propaganda melawan Pancasila, polisi hendaknya berlaku tegas; f) polisi hendaknya cermat dalam membaca keadaan
2. Kata: gerakan biasa, mengganti dasar negara, hak sipil warganegara, anti-Jokowi, hak publik, kebebasan dan kemerdekan
3. Citra: aparat tidak netral, presiden seolah mendukung ketidaknetralan aparat, polisi tidak memahami baik hak-hak publik dan bukan hak publik, agenda gerakan bersifat inkonstitusional



Representasi Ideologi Melalui Bahasa
Menurut Hall, bahasa menjadi alat paling efektif untuk mengkomunikasikan dan mengkonstruksi makna sebuah realitas. Artinya, pemakaian bahasa tertentu dapat merepresentasikan makna atau maksud eksplisit dan implisit dari komunikan. Berpijak pada maksim ini maka kita dapat melacak penggunaan bahasa oleh komunikan dalam pemberitaan yang dianalisis. Unit bahasa yang paling kecil adalah kalimat dan kata. Karena itu, analisis yang gamblang terhadap pemakaian bahasa dalam pemberitaan terpilih dapat dibuat mengikuti arus pemikiran tersebut. 
Pemakaian bahasa yang pendek, lugas, dan provokatif dalam gerakan #2019GantiPresiden mengekspresikan suatu pretensi tertentu untuk dimaknai secara sosial. Masyarakat yang mendengar, membaca, dan melihat “tanda” dari bahasa tersebut, secara kultural dan sosial akan mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok sosial yang ada. Dengan kata lain, ketika tajuk #2019GantiPresiden digaungkan, secara psikososial, masyarakat akan mengidentikkan gerakan itu sebagai bagian dari “kami”. Dengan itu, lahirlah pemaknaan terhadap realitas Pilpres 2019 sebagai wahana untuk meloloskan kepentingan dan ideologi “ke-kitaan” sebagaimana dalam diskursus populisme.
Ketika Tempo.co membuat frame gerakan melalui penggunaan kata-kata seperti agitasi, propaganda, secara eksplisit merepresentasikan perangkat kognisi dan ideologi media terhadap gerakan. Hal itu secara terang terbaca dalam Berita II ketika Tempo.co membuat penilaian argumentatif atas fakta yang terjadi terkait bentuk dan motif gerakan. Pendirian kognitif Tempo.co dapat terlihat pada kalimat pertama pada Berita II. Berikut petikannya:
“Sepanjang dilakukan dengan damai, tanpa ujaran kebencian, apalagi propaganda mengganti dasar negara, sebenarnya tak ada yang istimewa pada deklarasi gerakan ganti presiden 2019.”
	Pada paragraf kelima Berita II, Tempo.co secara tegas menunjukkan sikapnya terhadap gerakan. Jadi, selain selain melihat peristiwa tersebut sebagai bentuk pendidikan dan kesehatan demokrasi, Tempo.co memberikan garis demarkasi yang tegas persoalan antara demokrasi substansial dan demokrasi prosedural. Karena itu, Tempo.co mengantisipasi dengan pendekatan bahasa moral agar kelompok yang menyatakan dirinya sebagai “rakyat kebanyakan” itu mematuhi tata normatif prosedur dan varian demokrasi kebangsaan. Dalam tulisannya Tempo.co bahkan memberikan rekomendasi agar motif-motif gerakan yang menyusupkan resiko laten, misalnya ingin mengganti dasar konstitusional negara, harus ditindak tegas secara hukum positif. Berikut kutipannya:
“Para penggiat gerakan ganti presiden sepatutnya mawas diri. Betapapun konstitusionalnya, dalam sejumlah aksi mereka, sempat terdengar ujaran kebencian dan propaganda mengganti dasar negara. Tak sulit menduga ada keterlibatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam aksi ini.”
	Selain itu, representasi ideologi pemberitaan Tempo.co dalam dilacak dengan kembali ke konsep dasar kajian analisis framing. Ikhtiar dasar framing menyatakan bahwa media pada dasarnya memiliki frame tertentu terhadap sebuah realitas. Karena itu, dalam proses pengerjaan berita, media cenderung memiliki konsepsi awal untuk mencari sumber berita dari tokoh-tokoh yang mengafirmasi frame-nya seperti terlihat dalam Berita I. Dengan menampilkan ketokohan pengamat dan penggagas gerakan, Tempo.co secara implisit merepresentasikan ideologinya. Karena itu, pernyataan dari kedua tokoh tersebut disodorkan secara antagonis untuk menunjukkan dua sisis penilaian terhadap satu peristiwa.  
Posisi pengamat: 
“Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Jakarta, Adi Prayitno, melihat pembuatan tagar #2019GantiPresiden sebagai bagian dari upaya agitasi dan propaganda untuk meruntuhkan kredibilitas pemerintah yang sedang berkuasa.”
	Posisi penggagas:
“Gerakan #2019GantiPresiden akan memberikan data, analisa untuk menyodorkan calon lain yang lebih baik agar dipilih pada Pilpres 2019,” tuturnya, Rabu, 4 April 2018.
Dari pembahasan ini jelas untuk melihat frame dan ideologi Tempo.co. Dengan mengangkat “penilaian dua sisi”, Tempo.co sebenarnya ingin memberikan insight dan makna yang lebih komprehensif dan akomodatif agar publik dapat menilai secara berimbang dan berkeadilan. Hal itu sebenarnya sudah terlihat jelas pada hasil penelitian di mana pendefinisian masalah telah merujuk kepada dikotomi atau kontradiktoris pemberitaan Tempo.co, yang di satu sisi melihat sebagai bentuk kampanye atau gerakan “negatif”, tetapi di sisi lain melihatnya sebagai bentuk pendidikan demokrasi.
Representasi Ideologi Populisme
Menurut Laclau, Mudde dan Canovan, populisme merupakan dialektika atau diskursus kontradiktoris antara dua konteks yang berbeda, yaitu terkait dengan kondisi momen-momen krisis struktural ekonomi dan krisis institusi politik dan diskursus yang menghubungkan setiap elemen dari gerakan sosial dan politik yang terlibat di dalamnya. Rakyat secara keseluruhan mengeluhkan perlawanan melawan penguasa. Mereka kemudian mengidentifikasikan dirinya sebagai pengikut atau sebagai “atas nama rakyat”. 
Dari dua pemberitaan ini, secara gamblang merepresentasikan ideologi populisme. Menurut Thompson (Rusadi, 2015), ideologi adalah sistem pemikiran, sistem keyakinan, dan simbol yang berhubungan dengan tindakan sosial dan praktik politik. Ideologi populisme ini terlihat dari posisi antagonis antara dua kekuatan homogen dalam pemberitaan, yaitu pemerintah dan oposisi. Dalam pandangan konstruktivis, menujuk pada argumentasi Lacalu, peristiwa selalu berada pada posisi interaksi dan dialektika konflik antara dua kekuatan yang tidak seimbang, misalnya pemilik kekuasaan dan yang dikuasai. Hal itu tampak dari pernyataan berikut: 
“... gerakan ini merupakan antitesis gerakan yang sudah bergulir, yaitu Dua Periode untuk Presiden Joko Widodo.”
Dalam konteks itu, pemerintah dilihat sebagai pemilik kekuasaan atau elite yang “korup” tidak bisa menyelesaikan problem bangsa, sedangkan pihak oposisi mengklaim dirinya sebagai pihak yang dapat memberikan pilihan alternatif pada tokoh tertentu atas permasalahan bangsa. Karena itu, kubu oposisi menggagas sebuah aksi #2019GantiPresiden untuk mengganti pemegang kekuasaan pada perhelatan demokrasi di Pilpres 2019. Pernyataan tersebut tampak dalam kalimat ini:
“Tagar tersebut, kata dia, juga bisa dimaknai sebagai bahasa oposisi pemerintah yang menunjukkan sikap berbeda dengan penguasa saat ini sekaligus menggiring opini agar tidak memilih penguasa yang sama dalam pemilu presiden 2019.”
 Melalui gerakan, kubu oposisi mengidentifikasi diri sebagai bagian dari rakyat kebanyakan, atau “massa berbudi luhur”, yang mengeluhkan ketidakmampuan pemerintahan saat ini untuk memberikan jalan keluar dari lubang kemerosotan ekonomi dan utang luar negeri. Hal itu tampak dari ungkapan politikus PKS yang merupakan penggagas gerakan #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera, berikut (Berita I):
“Gerakan #2019GantiPresiden akan memberikan data, analisa untuk menyodorkan calon lain yang lebih baik agar dipilih pada Pilpres 2019,” tuturnya, Rabu, 4 April 2018.
Tuntutan utama gerakan atas nama rakyat tersebut menggotong visi perubahan kekuasaan lama dan digantikan dengan pemerintahan yang baru yang lebih memperhatikan kebutuhan rakyat kebanyakan. Itulah gagasan dasar dari klaim populisme. Ketika Donald Trump menang pada Pilpres AS tahuj 2016, itu adalah kemenangan populisme sayap kanan di negara itu. Trump menang karena mengeluhkan kehilangan dominasi AS dan membangkitkan kembali kedigdayaan AS atas dunia. Dalam pemberitaan di atas, gagasan yang sama dibawa oleh kelompok oposisi. Hal itu tampak dalam pernyataan berikut:
“Dibanding Liga Inggris atau Piala Dunia 2018 sekalipun, kompetisi pilpres 2019 justru jauh lebih penting, lebih signifikan dan ber-impact tinggi bagi rakyat Indonesia,” katanya.
Pertarungan struktural antara dua kekuatan itu juga tampak dalam berita kedua. Polisi dan aparat Badan Intelijen Negara (BIN), yang merupakan representasi negara, berhadapan dengan pihak oposisi yang melakukan gerakan massal di sejumlah daerah/kota. Kubu oposisi merasa haknya dilecehkan oleh lembaga negara ketika kebebasan sipil warganya ditentang atau dikekang. Di tengah suhu panas politik menjelang Pilpres 2019, sikap tegas aparat yang membatasi zona ekspresi kemerdekaan berpendapat warganegara dapat dilihat sebagai manifestasi dukungan terhadap kelompok yang berkuasa. Artinya, ada tendensi untuk berkiblat pada kelompok dominan. Tempo.co menulis dengan sangat lugas sikapnya terhadap fenomena tersebut.
“BIN adalah lembaga telik sandi yang bertugas memasok informasi kepada aparat keamanan, bukan melakukan tindakan polisional. Kehadiran Kepala Badan Intelijen Daerah Riau di lokasi kejadian patut disayangkan. Alih-alih bersikap netral, polisi dan BIN kini berpihak pada salah satu kandidat presiden.”
Namun dalam konteks demokrasi Indonesia, varian gerakan sosial yang masif dan provokatif serupa #2019GantiPresiden belum dapat diterima secara konstitusional, karena tata hukum negara kita sudah mengatur agar pesan-pesan komunikasi sosial tidak melecehkan, mengumbar kebencian dan bersifat propaganda untuk meloloskan ideologi tersembunyi dari sekelompok golongan yang ingin mengendalikan kekuasaan. Pemahaman atas konsep demokrasi tersebut diungkapkan Tempo.co dengan tegas:
“Para penggiat gerakan ganti presiden sepatutnya mawas diri. Betapapun konstitusionalnya, dalam sejumlah aksi mereka, sempat terdengar ujaran kebencian dan propaganda mengganti dasar negara. Tak sulit menduga ada keterlibatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam aksi ini. Hizbut Tahrir adalah organisasi yang ingin syariat Islam menjadi ideologi negara dan, karena itu, telah dilarang. Terhadap ujaran kebencian dan propaganda melawan Pancasila, polisi hendaknya berlaku tegas.”
Dari pembahsan ini tampak bahwa representasi populisme dalam pemberitaan Tempo.co, meskipun itu belum menjadi sebuah ideologi yang terarah, terlihat dari produksi kata, kalimat dan citra yang dipakai oleh kanal online Tempo Grup ini. Dengan menggunakan bahasa khas populisme, Tempo.co setidaknya telah menggambarkan bahwa gerakan #2019GantiPresiden merupakan representasi dari ideologi atau gerakan populisme Indonesia. Meski bentuk dan arah gerakan tersebut belum menemukan segmen yang jelas dalam percaturan politik tanah air, sehingga masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Jadi, meskipun Tempo.co tidak menulis kata “populisme”, tetapi makna kata-kata yang ada secara gamblang merepresentasikan konsep-konsep dari populisme itu sendiri. Dan di Indonesia, konsep-konsep itu belum diterjemahkan secara utuh di dalam budaya demokrasi.
Varian Baru Populisme
Sebagai bahan diskusi, peneliti melihat bahwa ada varian baru dalam populisme di Indonesia. Hal itu sesuai dengan preferensi politik yang terfragmentasi ke dalam babak-babak politik sejak Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga pasca Reformasi (Rinakit, 2013). Pada era sekarang, kekuatan ideologi dan partai politik telah digantikan oleh performa figur. Setelah Megawati dan SBY, kini figur-figur yang dicitrakan tegas oleh publik seperti Jokowi dan Prabowo Subianto, sebagai antitesis dari kepemimpinan sebelumnya memiliki kekuatan besar di akar rumput. 
[bookmark: _GoBack]Temuan survei yang dilakukan atas kerja sama Universitas Gajah Mada dan University of Oslo pada awal 2014 (Paskarina, dkk., 2015) menegaskan bahwa demokrasi Indonesia mulai mengarah pada munculnya populisme meskipun ia tidak bersifat ideologis. Demokrasi yang semula dipenuhi oleh aktor dominan bergeser kepada tampilnya aktor-aktor alternatif. Lembaga survei menemukan dua model populisme di Indonesia. Pertama, model populis-karismatik yang mengandalkan ketokohan karismatik melalui koneksi dengan partai yang mengasosiakan diri sebagai “wakil rakyat”. Kedua, model patronase-populis yang dijalankan dengan meleburkan diri dengan rakyat dan memimpin kampanye wacana publik, khususnya isu-isu kesejahteraan. Isu-isu ini mencakup jaminan keamanan sosial, distribusi kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan infrastruktur. Baik Jokowi maupun Prabowo sama-sama mengusung isu-isu tersebut meski dengan penekanan yang berbeda (Hara, 2018).
Gerakan #2019GantiPresiden tidak dapat serta merta dikategorikan sebagai gerakan politik populisme, meski sarat ideologi populisme, karena ada polarisasi kepentingan dalam tubuh gerakan itu sendiri. Misalnya mereka mengatakan bahwa akan menyodorkan calon alternatif, tetapi kenyataannya tidak ada tokoh alternatif yang merepresentasikan ideologi gerakan, selain mereka menemukannya pada sosok Prabowo. Sebaliknya, Prabowo tidak merepresentasikan ideologi kelompok tersebut, karena narasi politik Prabowo tidak searah dengan kelompok gerakan. Lagipula ada pesan-pesan laten yang tersusup di dalam narasi gerakan, misalnya dugaan ingin menggantikan dasar negara. Narasi seperti itu sangat sensitif, meski dijadikan komoditas politik, karena tidak sesuai dengan konstitusi dan Pancasila, serta bertentangan dengan ideologi Prabowo yang nasionalis.
Merujuk pada hasil penelitian di atas, populisme di Indonesia tidak lagi diidentikkan seperti gerakan sosial berbentuk propaganda, melainkan lebih merupakan proses demokratisasi kesejahteraan. Karena itu, pola-pola kampanye yang bersifat provokatif, propagandis dan bahkan radikal tidak sesuai dengan budaya politik Indonesia meski iklim demokrasi sedang bertumbuh subur. Hal itu berbeda dengan demokrasi di negara-negara Barat. Kemenangan Trump misalnya merupakan kemenangan retorika populisme (McComiskey, 2017).
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan diksusi di atas, maka ada tiga kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini. Pertama, konstruksi pemberitaan Tempo.co tentang gerakan #2019GantiPresiden dinilai sangat berimbang karena menampilkan dua kekuatan yang sedang terlibat dalam tindakan sosial dan praktik politik. Tempo.co bahkan memberikan pemahaman tentang budaya demokrasi, di mana hak-hak publik sekelompok orang tidak boleh melanggar atau mendiskriminasikan hak-hak kelompok masyarakat yang lainnya. 
Kedua, representasi ideologi populisme dalam pemberitaan Tempo.co terlihat dari bagaimana ia melakukan penonjolan konflik di antara dua kekuatan homogen, di mana kelompok penguasa dilihat sebagai elite yang tidak bisa menyelesaikan persoalan, berhadapan dengan kekuatan tandingan yang mewacanakan kehadiran tokoh alternatif yang dianggap dapat menyelesaikan keluhan mereka. Selain itu, melalui ungkapan kalimat dan kata-kata yang lugas, provokatif dan propaganda, Tempo.co menghadirkan narasi adanya ideologi populisme di balik gerakan tersebut, untuk merujuk kepada bentuk kampanye populisme di negara Barat. 
Ketiga, budaya politik Indonesia belum akrab dengan bentuk-bentuk kampanye bernuansa populisme radikal. Ujaran kebencian, kampanye negatif, dan propaganda masih begitu sensitif di telinga publik. Hal itu bertentangan dengan tatanan norma dan hukum serta kultur demokrasi di Indoneia. Karena itu, gerakan dan praktik politik populisme mesti bergeser ke arah demokratisasi kesejahteraan, di mana individu atau organisasi dan partai politik menawarkan kampanye atau gerakan untuk menyoroti isu-isu kesejahteraan.
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